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ABSTRAK 

ASO ALFIAN NUR (B011191221) dengan judul Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Penanganan Pandemi 
Covid-19 Yang Dilakukan Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Di bawah bimbingan Muhadar 
sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing 
Pendamping. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 
korupsi dana bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 yang 
dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang pemberantasan 
tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana korupsi dana bansos dalam Putusan Nomor: 
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan 
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, semua 
bahan yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik deskriptif. 

Adapun hasil dari penelitian ini: (1) Kualifikasi tindak pidana korupsi 
dana bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan 
pejabat negara berdasarkan Undang-undang pemberantasan tipikor 
dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst adalah kualifikasi 
korupsi suap (Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 11, 
dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor). (2) 
Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bansos 
dalam putusan nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst telah sesuai 
dengan kualifikasi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang 
pemberantasan tipikor.  

Kata Kunci: Tindak Pidana; Korupsi; Dana Bantuan Sosial 
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ABSTRACT 

ASO ALFIAN NUR (B011191221) with the title Juridical Review of 
Corruption of Social Assistance Funds for Handling the Covid-19 
Pandemic Committed by State Officials (Study of Decision Number: 
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Under supervision of Muhadar as 
the Main Advisor and Haeranah as the Co- Advisor. 

This study aims to analyze the qualifications of the criminal act of 
corruption of social assistance funds for handling the Covid-19 pandemic 
committed by state officials based on the law on eradicating criminal acts 
of corruption (Study of Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) 
and to analyze the application of criminal law to the criminal act of 
corruption of social assistance funds in Decision Number: 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. 

This research is a normative legal research with a statutory approach and 
a case approach, using primary and secondary legal materials. 
Furthermore, all materials obtained are analyzed using descriptive 
techniques. 

The results of this study: (1) The qualification of the criminal act of 
corruption of social assistance funds for handling the Covid-19 pandemic 
committed by state officials based on the Anti-Corruption Eradication Law 
in Decision Number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst is the qualification of 
bribery corruption (Article 5 paragraph (2) juncto Article 5 paragraph (1) 
letter b, Article 11, and Article 12 letter b of the Anti-Corruption Eradication 
Law). (2) The application of criminal law to the crime of corruption of social 
assistance funds in decision number: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst is in 
accordance with the qualifications of corruption in the Anti-Corruption 
Eradication Law. 

Keywords: Crime; Corruption; Social Assistance Fund 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Praktik korupsi di Indonesia sekarang ini menjadi semakin 

marak dan meluas ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara, ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan praktik 

korupsi yang tumbuh secara tidak terkendali yang dapat berdampak 

buruk terhadap perekonomian negara dan akan mengancam 

pertahanan nasional serta keberlangsungan hidup Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). 1  Adanya fenomena tersebut, menjadi 

tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk 

meminimalisir keberadaan praktik korupsi di Indonesia, kehadiran 

masyarakat sebagai kontrol sosial juga berperan sangat penting 

dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi yang 

terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan akhir tahunan 

Indonesia Corruption Watch atau biasa disebut ICW, praktik korupsi 

yang terjadi pada empat tahun terakhir (2019-2022) terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ICW melakukan 

penindakan kasus korupsi sebanyak 271 kasus korupsi. Sedangkan 

pada tahun 2020 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 

tahun 2019, dimana ICW melakukan penindakan kasus korupsi 
 

1 Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan 
Optimalisasi), PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.  
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sebanyak 444 kasus korupsi. Kemudian pada tahun 2021, ICW 

melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 533 kasus korupsi,2 

ini menandakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 

2020. Kemudian hanya pada semester I tahun 2022 ICW telah 

melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 252 kasus korupsi.3  

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dapat dilihat bahwa 

peningkatan kasus korupsi di Indonesia sangatlah memprihatinkan, 

hal ini menjadi permasalahan serius yang sangat membutuhkan 

upaya pemberantasan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun 

kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dari tahun 2019 

hingga semester I tahun 2022 mencapai 90 triliun rupiah (berdasarkan 

data tren penindakan kasus korupsi oleh ICW).  

Pada tahun 2020, dunia dan Indonesia dihebohkan dengan 

terjadinya pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Di 

Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana 

nasional oleh presiden, berdasarkan pada Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai bencana nasional. Pandemi ini mengakibatkan masyarakat 

 
2 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2022, Tren Penindakan Kasus Korupsi 
Tahun 2021, diakses pada Rabu, 23 November 2022, Pukul 18.45 WITA. 
https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021  
3 Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2022, Laporan Hasil Pemantauan Tren 
Penindakan Korupsi semester I Tahun 2022, diakses pada Rabu, 23 November 2022, 
Pukul 19.00 WITA. https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-
tahun-2022  

https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021
https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022
https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022
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Indonesia dalam melakukan aktivitasnya menjadi tidak normal, 

melemahnya aktivitas perekonomian berdampak, banyak kerugian 

yang di alami, harga saham anjlok, karyawan melaksanakan 

pekerjaan work from home (bekerja di rumah), Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) serta pelaksanaan pendidikan secara online (jarak jauh).  

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini, pada tanggal 

16 April 2020 Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan 

Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam 

Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dilaksanakan oleh direktorat perlindungan sosial korban bencana 

sosial (PSKBS). Masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah banyak 

sekali mengeluarkan dana untuk proses penanganan dan pengadaan 

pemulihan ekonomi dalam melakukan penanganan pandemi ini, 

pemerintah mengeluarkan penambahan dana APBN pada tahun 2020 

sebagai bentuk penanganan Covid-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. 

Berdasakan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan 

pandemi Covid-19 sangat besar, sehingga perlu diadakan 

pengawasan agar dalam pelaksanaannya digunakan untuk 

penanganan pandemi Covid-19 saja. Oleh karena itu, diharapkan para 

pejabat dalam melaksanakan wewenangnya mampu membuat 

kebijakan yang benar dalam melakukan proses penyaluran anggaran 



4 

 

dana tersebut agar tidak menjadi sasaran penyalahgunaan dana 

untuk kepentingan pribadi.4  

Namun pada kenyataannya, praktik korupsi oleh pejabat 

negara pada masa pandemi Covid-19 ternyata terjadi di Indonesia, 

padahal negara sedang dalam keadaan bencana nasional. Salah satu 

praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di masa pandemi 

Covid-19 adalah korupsi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia saat 

itu yakni Juliari Peter Batubara. Adapun kronologi kasusnya yaitu 

dimulai dengan adanya perintah penunjukan dari Juliari kepada Adi 

Wahyono untuk menduduki jabatan sebagai kuasa pengguna 

anggaran pada direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial 

(PSKBS) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat 

komitmen untuk pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) 

sembako. Kemudian Juliari memerintahkan mereka berdua untuk 

melakukan penerimaan uang sebesar Rp1.280.000.000,00 yang 

berasal dari vendor atau penyedia barang dan jasa yang ditunjuk 

dalam pengadaan bansos dalam hal ini Harry Van Sibadukke, 

kemudian juga menerima uang sebesar Rp1.950.000.000,00 yang 

berasal dari Ardian Iskandar Maddanatja yang juga merupakan 

penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dalam pengadaan bansos, 

serta menerima uang sebesar Rp29.252.000.000,00 yang berasal dari 

 
4 Ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono, “Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 222.  
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beberapa vendor atau penyedia barang dan jasa lainnya yang ditunjuk 

dalam melaksanakan pengadaan bansos sembako untuk penanganan 

pandemi Covid-19 pada direktorat direktorat PSKBS Kementerian 

Sosial tahun 2020. Sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan uang 

tersebut diberikan karena Juliari P. Batubara selaku pejabat negara 

dalam hal ini menteri sosial menyalahgunakan jabatan yang ada 

padanya dengan melakukan penunjukan kepada vendor atau 

penyedia barang dan jasa untuk menjadi penyedia barang dan jasa 

bansos untuk menangani pandemi Covid-19 pada direktorat PSKBS 

Kementerian Sosial pada tahun 2020.  

Tindak pidana korupsi oleh menteri sosial (Juliari Peter 

Batubara) dijatuhi pidana berdasarkan pada putusan hakim nomor: 

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan ini, Juliari P. 

Batubara diadili dengan dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi 

dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana 

denda uang sebesar 500 juta rupiah, kemudian dalam putusan 

tersebut dijatuhi pula dengan pembayaran ganti kerugian keuangan 

negara sebesar 14, 597 miliar rupiah yang merupakan pidana 

tambahan.  

Tindak pidana korupsi oleh Juliari sangatlah merupakan 

kejahatan yang luar biasa, karena praktik korupsi dilakukan dengan 

menyalahgunakan dana pengadaan bantuan sosial sembako untuk 
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menangani pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional 

bagi negara Indonesia. Namun berdasarkan putusan pengadilannya, 

penjatuhan hukuman pidana terhadap Juliari P. Batubara selaku 

pejabat negara yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia terbilang 

rendah dan tidak memberikan langkah pencegahan terhadap potensi 

praktik korupsi yang serupa, yang seharusnya dijatuhkan hukuman 

maksimal dari Pasal yang menjadi dasar dakwaan oleh jaksa penuntut 

umum, seperti yang kita ketahui bahwa akibat dari praktik korupsi 

yang dilakukan oleh Juliari, banyak hak masyarakat yang dilanggar 

dalam hal ini penerima bantuan sosial (bansos) di masa pandemi 

Covid-19, padahal peran pejabat negara sangat penting dalam 

menangani bencana pandemi Covid-19 yang terjadi karena dalam 

penanganannya memerlukan kebijakan pejabat negara dalam 

melakukan pengeluaran dana untuk penyaluran bantuan kepada 

masyarakat dalam rangka stabilisasi keuangan di masa pandemi 

Covid-19. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin melakukan suatu 

kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS 

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN PEJABAT 

NEGARA (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, 

maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana korupsi dana bantuan 

sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 yang 

dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)? 

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 

korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan 

pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan 

Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 

yang dilakukan pejabat negara berdasarkan undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). 
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2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak 

pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan 

pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara (Studi Putusan 

Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).  

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran serta dapat 

diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum terkait tindak 

pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk 

penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara.  

2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi dan sumber referensi untuk siapa saja dalam 

menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait tindak 

pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk 

penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara 

(Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). 

E. Keaslian Penelitian 

Penulisan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANSOS 

PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN PEJABAT 
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NEGARA (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)”. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang 

hampir sama, yaitu sebagai berikut:  

1. Skripsi oleh Rahmat Islami (B11112286) Universitas Hasanuddin, 

dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi 

(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa 

Putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)”. Dalam 

skripsi ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dan 

pertimbangan hakim dari putusan yang dikaji. Sedangkan penulis 

saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 

yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang 

pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang 

dilakukan berdasarkan pada putusan terkait. 

2. Skripsi oleh Silvia Dwi Yanti (02011381823377) Universitas 

Sriwijaya, dengan judul “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi 

di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban 

Pidana”. Dalam skripsi ini mengkaji bagaimana pertimbangan 

hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi selama pandemi Covid-19. Sedangkan penulis 

saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 

yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang 
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pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang 

dilakukan berdasarkan pada putusan terkait. 

3. Skripsi oleh Farug Human Maulana (02011281722184) 

Universitas Sriwijaya, dengan judul “Penjatuhan Pidana Mati 

Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19”. Dalam skripsi ini 

mengkaji dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana 

bantuan sosial Covid-19 serta kendala yang dihadapi dalam 

penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi. Sedangkan penulis 

saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi Covid-19 

yang dilakukan pejabat negara berdasarkan Undang-undang 

pemberantasan tipikor serta penerapan hukum pidana yang 

dilakukan berdasarkan pada putusan terkait.  

F. Metode Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka metode 

penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian yang fokus pada kajian tertulis dengan 

menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, teori-teori 

hukum maupun hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) 



11 

 

sehingga diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada pada penelitian ini.5 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu:6 

a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan 

yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan hukum yang akan 

diteliti. 

b. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan kajian terhadap kasus yang bersangkut paut dengan 

permasalahan hukum yang akan diteliti. Kasus-kasus yang 

dikaji adalah kasus yang diperoleh dari putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, adapun 

sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum 

primer juga bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini adalah 

bahan hukum yang memiliki kolerasi dengan isu hukum serta 

tujuan dilakukannya penelitian ini, bahan hukum tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

 

 
5 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, PT. 

Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98. 
6 Ibid, hlm. 133-138. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum 

berupa pernyataan yang mempunyai otoritas hukum, 

ditetapkan oleh instansi pemerintahan, terdiri dari undang-

undang, putusan pengadilan, dan peraturan administratif.7 

Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer terdiri atas:  

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana. 

2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 

29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.  

5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

 
7 I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 
Teori Hukum, PT. Kencana Prenada media, Jakarta, hlm. 143.   
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Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai bencana nasional. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diklasifikasikan ke dalam dua 

bagian, yaitu bahan hukum sekunder arti sempit, umumnya 

meliputi buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel-artikel 

tentang kajian hukum, dan kamus kepustakaan hukum yang 

berisi arti istilah dan konsep hukum. Sedangkan bahan 

hukum sekunder arti luas, meliputi semua karya ilmiah baik 

yang termuat dalam koran atau majalah.8 Dalam penelitian 

ini, adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan 

berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah metode studi 

kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:9 

 
8 Ibid, hlm. 145.  
9 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 
65-66.  
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a. Melakukan identifikasi sumber bahan hukum dalam 

penelitian melalui pencarian pada katalog perpustakaan atau 

langsung pada sumber bahan hukum yang akan dikaji. 

b. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan 

berdasarkan pembatasan kajian penelitian yang dilakukan 

penulis yaitu terkait tindak pidana korupsi dana bansos 

pandemi Covid-19 yang dilakukan pejabat negara.  

c. Melakukan pencatatan dan pengutipan pada bahan hukum 

yang diperlukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum 

sesuai dengan urutan perolehannya.  

d. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh 

berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif, teknik yang dilakukan dengan mendeskripsikan 

suatu peristiwa hukum, misalnya korupsi oleh pejabat negara. 

Dalam menggambarkan peristiwa hukum disertai tanggapan atau 

pendapat pribadi dari peneliti terhadap bahan hukum primer, 

peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan 

yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti.10  

 

 
10 I Made Pasek Diantha, Op.cit, hlm. 153-154.  


